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PUTUSAN

Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sdn
A= 2
bkl %

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara :

Bayu Bimantoro bin Heru Baskoro, tempat tanggal lahir, Srimenanti, 19
Desember 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan -
pendidikan -, tempat kediaman di RT.028 RW.010, Desa
Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten
Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22
Februari 2021 yang telah didaftarkan di Register Surat Kuasa
Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor
697/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 14 April 2021, memberikan
kuasa kepada Misbahul Anam, S.Sy., Advokat dan Kosultan
hukum yang beralamat di Jalan Ir. Sutami KM 45, Desa
Sidorejo, 016/004, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten

Lampung Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Hj Umi Lutfiah Supriyatun binti Ibrahim, tempat tanggal lahir, - (umur 74
tahun), agama Islam, pendidikan-, pekerjaan mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di RT.028 RW.010 Desa
Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten

Lampung Timur, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
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Telah mendengar keterangan Pemohon;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01
April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada
tanggal 06 April 2021 dengan register perkara Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sdn,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan atau dalil permohonan ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah cucu Almarhumah Ibu Hj Supiyati:
2. Bahwa Termohon adalah anak kandung Almarhumah Hj Supiyati;
3. Bahwa Pemohon mendapatkan hibah uang atau pemberian uang

sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Almarhumah
Ibu Supiyati atas hasil penjualan tanah dan bangunan milik Almarhumah Ibu
Supiyati sertifikat nomor 08.03.10.31.1.00319 a.n SUPIYATI IBRAHIM yang
terletak di Desa Srimenanti rt 28 rw 10, Kec. Bandar Sribhawono, Kab.

Lampung Timur;

4, Bahwa hibah tersebut diberikan oleh Almarhumah lbu Supiyati
(dalam keadaan sehat) kepada Pemohon sekira Bulan Oktober Tahun 2020

yang disaksikan oleh Suharti, Fitri Marita Sari, dan Tri Rahayu;

5. Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah terjual, di beli oleh
Saudara Lalu Satrawan serta pembayarannya telah lunas diberikan terhadap

Saudari Hj Umi Lutfiah Supriyatun binti Ibrahim;

6. Bahwa uang hibah tersebut saat ini berada dalam penguasaan

Saudari Hj Umi Lutfiah Supriyatun binti Ibrahim;

7. Bahwa Termohon belum memberikan uang hibah tersebut kepada

Pemohon sampai pada Permohonan ini diajukan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sukadana cqg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara

ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
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PRIMER
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hibah Almarhumah Supiyati terhadap Pemohon adalah

sah berdasarkan hukum;

3. Memerintahkan Termohon untuk seketika memberikan hibah
Almarhumah Supiyati kepada Pemohon pada saat permohonan Pemohon
dikabulkan;

4, Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun

ada perlawan verzet, banding, maupun kasasi;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukadan, Cg. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa

Hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus
tertanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Register Surat Kuasa
Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor 697/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 14
April 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta
fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan
aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan

beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua
belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi
tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan

Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Ahyaril Nurin Gausia,
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S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sdn
tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 03 Juni 2021, menyatakan
bahwa Pemohon belum mencapai kesepakatan untuk berdamai dengan Termohon

sehingga perkara dilanjutkan;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang
menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di
persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan

merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa terkait pokok perkara yaitu permohonan hibah, Pemohon menyatakan
telah berdamai dengan Termohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon

mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengaku berdamai dengan Termohon,
dan menyatakan sengketa hibah telah diselesaikan secara kekeluargaan maka
Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon

penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi

dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar
dapat menyelesaikan sengketa hibahnya dengan cara kekeluargaan akan tetapi

tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA
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No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Pemohon dan

Termohon belum mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon diwakili Kuasa
Hukumnya datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa sengketa
hibah antara Pemohon dan Termohon telah diselesaikan di luar persidangan
dengan cara kekeluargaan dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut

perkara ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak
melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab sesuai dengan
maksud Pasal 127 Ry, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut

permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut

maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini

harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah
dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
753/Pdt.G/2021/PA.Sdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara

tersebut dalam register perkara;
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3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Fatkul Mujib, S.H.l.
sebagai Ketua Majelis, Rifqiyatunnisa, S.H.l. dan Intan Miftahurrahmi, Lc.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Jhoni Firmansyah, S.H., sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Fatkul Mujib, S.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Rifgiyatunnisa, S.H.l. Intan Miftahurrahmi, Lc.
Panitera Pengganti

Jhoni Firmansyah, S.H.
Perincian biaya :

- Biaya PNBP :Rp  60.000,00
- Biaya Proses :Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan :Rp 1.250.000,00
- Biaya Meterai :Rp 10.000.00
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Jumlah "Rp 1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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